
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 119 TAHUN 2023 

TENTANG 
PEMBERIAN IZIN OPERAS! PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM 

KEPADA PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan ketentuan 
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, 
diatur bahwa badan usaha yang telah memiliki izin 
usaha wajib memiliki izin operasi; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan 
Nomor KP 160 Tahun 2016 dan Keputusan 
Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor 
HK.705/ 1/ 1/DJKA/2022 tanggal 28 September 2023, 
PT Kereta Cepat Indonesia China telah diberikan izin 
usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum 
dan .izin Pembangunan prasarana perkeretaapian umum 
untuk Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung; 

c. bahwa President Director PT. Kereta Cepat Indonesia 
China melalui Surat Nomor 
0321/HHO/HU/KCIC/09.2023 tanggal 28 September 
2023 telah mengajukan permohonan izin operasi 
prasarana perkeretaapian umum; 

d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian 
baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap 
dokumen permohonan izin operasi prasarana 
perkeretaapian umum PT. Kereta Cepat Indoensia China 
pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan teknis; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan 
ten tang Pemberian Izin Operasi Prasarana 
Perkeretaapian Umum PT. Kereta Cepat Indonesia China; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 129, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6645); 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 
2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana 
Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 645); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

Memperhatikan: Surat President Director PT. Kereta Cepat Indonesia China 
melalui Surat Nomor 0321 /HHO /HU /KCIC/09.2023 tanggal 
28 September 2023 perihal Permohonan Izin Operasi 
Prasarana Perkeretaapian Umum; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG 

PEMBERIAN IZIN OPERAS! PRASARANA PERKERETAAPIAN 
UMUM KEPADA PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA. 

PERTAMA Memberikan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 
kepada: 

a. N ama Badan U saha 

b. Akte Pendirian 

PT. Kereta Cepat Indonesia 
China. 
Akta nomor 86 tanggal 16 
Oktober 2015, dibuat di 
hadapan Mala Mukti, S.H., 
LL.M., Notaris di Jakarta, 
dan telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia 
dalam Surat Keputusan 
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Akta Perubahan 

c. NPWP 
d. Penanggung Jawab 
e. Jabatan 
f. Alamat Perusahaan 

Nomor: AHU­ 
2462647.AH.01.01 tanggal 
20 Oktober 2015. 
Akta N omor 9 tanggal 13 
Juli 2023, dibuat di 
hadapan Raden Rita Diana 
Syarifah, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta, dan telah 
mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dalam Surat 
Keputusan Nomor: AHU­ 
0040112.AH.0l.02. Tahun 
2023 tanggal 13 Juli 2023. 
74.24 7. 706.0.093.000. 
Dwiyana Slamet Riyadi. 
Presiden Direktur. 
Jalan Tol Jakarta­ 
Cikampek KM 0+800, Halim 
Perdanakusuma, Kee. 
Makasar, Jakarta Timur 
13610. 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Pemegang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 
untuk trase jalur kereta api umum Halim-Tegalluar, 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Diktum PERTAMA 
berkewajiban: 
a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian; 
b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup; 

c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang 
berkaitan dengan pengoperasian prasarana 
perkeretaapian; 

d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana 
perkeretaapian yang bersangkutan; 

e. melaporkan kegiatan operasional prasarana 
perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun 
sekali kepada pemberi izin; dan 

f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan 
melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain 
yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana 
perkeretaapian. 

Pemegang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat 
dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang­ 
undangan apabila pemegang izin tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. 

Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku sesuai 
dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian 
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara 
Direktur Jenderal Perkeretaapian dan pemegang izin. 
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Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan 
Menteri ini. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 2023 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BUDI KARY A SUMADI 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Men teri Koordinator Bidang Perekonomian; 
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; 
4. lnspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan; 
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 
6. Direktur Utama PT. Kereta Cepat Indonesia China. 
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